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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b> Adanya kegiatan organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila dan

UUD NRI Tahun 1945 membuat pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2013 dirasa tidak lagi memadai untuk mencegah kegiatan Organisasi Kemasyarakatan yang

bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 memiliki banyak

kelemahan substansial dalam pembentukannya Pertama, tidak adanya check and balances dalam penerapan

sanksi pembubaran organisasi kemasyarakatan yang tanpa prinsip due process of law. Kedua, argumentasi

penggunaan asas contrarius actus oleh pemerintah yang menganggap penerapan asas contrarius actus yang

ditujukan kepada suatu ormas seharusnya tidak sekedar berhubungan dengan keabsahan administratif, tetapi

juga membentuk subyek hukum baru Ketiga, pembatasan terhadap kemerdekaan berserikat kontradiktif

dengan jaminan dalam deklarasi universal hak asasi manusia, undang-undang hak asasi manusia, dan

konstitusi. Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam UU Nomor 16 Tahun 2017 yang

tanpa melalui due process of law menciderai prinsip negara Indonesia sebagai negara yang berdasaran atas

hukum dan pada gilirannya dapat mengganggu bukan saja relasi eksekutif dan legislatif tetapi juga

penyalahgunaan kekuasaan dan kualitas putusan yang merugikan rakyat.

<hr><i><b>ABSTRACT</b>

The existence of social organization activities that contradict Pancasila and the 1945 Constitution of the

Republic of Indonesia made the Government issue Law Number 16 of 2017 concerning the stipulation of

Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 concerning Amendments to Law Number 17

of 2013 concerning Community Organizations. Law Number 17 of 2013 is deemed no longer sufficient to

prevent the activities of social organizations that are in conflict with Pancasila and the 1945 Constitution.

Law Number 16 of 2017 has many substantial weaknesses in its formation. First, the absence of checks and

balances in the application of dissolution sanctions. community organizations without the principle of due

process of law. Secondly, the argumentation of the use of the contrarius actus principle by the government

which considers the application of the contrarius actus principle addressed to a mass organization should not

only relate to administrative validity, but also form the subject of a new law. human rights law, and

constitution. Mechanism for Dissolution of Community Organizations in Law Number. 16 of 2017 which
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without due process of law violates the principle of the Indonesian state as a state that is based on law and in

turn can disrupt not only the executive and legislative relations but also the abuse of power and quality of

decisions that are detrimental to the people.


